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MOTTO

“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita
melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama

hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka”

(Alexander Graham Bell, Penemu dan Mantan Predid¢ional Geographic

Society)
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RINGKASAN

Usaha mikro dan kecil sering kali perkembanganmgambat oleh
kurangnya modal yang tersedia. Berbicara mengeaangdalan yang mereka
butuhkan, pemerintah banyak melakukan kebijakan mamberikan alternatif
bantuan yang dapat digunakan sebagai penguataa uvs&lo dan kecil. Salah
satunya melalui pemberian bantuan kredit bagi Uddikao dan Kecil (UMK)
yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 008P(205). Dimana
pemerintah memberikan dana pada beberapa lembagadan perbankan dan
non perbankan untuk kemudian disalurkan bagi usgkeo dan kecil. Salah satu
lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dang lyarasal dari Surat
Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005) adalah Perurad@emn. Kredit Angsuran
Sistem Gadai (Krasida) merupakan salah satu bepgnlgaluran bantuan kredit
yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Krasida rakampkredit produktif yang
diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil €M

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga), diantaranya:
pertama, bagaimana proses pengangsuran kreditnyanggunakan sistem gadai;
kedua, apakah akibat hukum bagi nasabah yang wstapredalam perjanjian
Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida); dan yanggke bagaimana upaya
penyelesaian yang dilakukan pihak Perum Pegadaiabar@ Tegalboto
Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredisubfag Sistem Gadai
(Krasida) yang wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk negabui proses
pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadaik mengkaji akibat
hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam peraKjedit Angsuran Sistem
Gadai (Krasida) serta untuk mengetahui upaya pesgen yang dilakukan oleh
Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jemlben thengatasi nhasabah
Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wartpssPendekatan masalah
yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalahdpk&atan undang-undang
(statute approach Pendekatan undang-undangtaute approach adalah
pendekatn yang dilakukan dengan cara menelaah semda&ng-undang dan
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regulasi yang besangkut paut dengan isu hukum gadgng ditanganiPgter
Mahmud Marzuki, 2007: 93

Bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengamsighdai atau
Krasida hampir sama dengan proses pembayaran andaedit pada umumnya,
namun pengenaan biaya sewa modal yang flat/tetapadiefaktor yang dapat
memperingan para nasabah dalam mengembalikan @injgang pembayarannya
dilakukan secara berkala setiap bulan. Keterlamba¢abayaran angsuran kredit
dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakakssdierupa denda yang
besarnya ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat menunggak membayar
angsuran kredit dikenakan denda keterlambatarsael@o (dua persen) per 7
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Apabilaate selama 2 kali angsuran
menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertamadalsumemasuki kategori
Macet (M) dan tunggakan kedua sudah masuk kateQidrawah Pengawasan
Khusus (DPK), maka terhadap nasabah yang bersangkutan diki8avat
Peringatan (somasi). Jika Surat Peringatan yangakdalam waktu 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tai@nggapi, maka nasabah
yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji. r€iganjinya nasabah disini
diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan gii@ksng) terhadap barang
jaminan.

Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuranr8iS€adai (Krasida)
dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karerayakan tempat usaha mikro
dan kecil berada pada daerah-daerah dan kebanyakmn usaha tersebut
merupakan usaha rumahan yang sangat membutuhkanabadana untuk
menjalankan usahanya. Dalam pengenaan sanksiwtamban bagi nasabah yang
wanprestasi, hendaknya kreditur dalam hal ini PeRegadaian terlebih dahulu
meninjau atau menanyakan kepada debitur/nasabalsedbnya sehingga ia
telah lalai dalam membayar angsuran kredit tersefimdakan eksekusi
merupakan salah satu alternatif penyelesaian jidaitui/nasabah benar-benar
tidak dapat membayar angsuran kredit. Namun, agpdbidapat alternatif lain
yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua hmlek alangkah baiknya bila

hal tersebut dapat dilaksanakan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang serdayahg agar maju,
melalui berbagi program penguatan usaha yang kimgah diberdayakan oleh
pemerintah melalui peran aktif lembaga-lembaga rpditan, baik perbankan
maupun non bank. Di Indonesia sendiri terdapat beam-macam bentuk
lembaga yang memberikan bantuan perkreditan, bang ydikelola oleh badan
swasta, koperasi maupun badan usaha yang didiokein pemerintah , salah
satunya adalah Perusahaan Umum (Perum) PegadagnsaRaan Umumi
(Perum) Pegadaian merupakan lembaga keuangan pawegrtang menyalurkan
kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadguar ideal dari Perum
Pegadaian adalah menyediakan dana segar dengaedyrogang sederhana
kepada masyarakat luas atas dasar hukum gadaijgdandibidang keuangan
lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangenbgxlaku (Pasal 7 huruf a
Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentangrPieegadaian).

Usaha mikro dan kecil sering kali perkembangantefhambat oleh
kurangnya modal yang tersedia. Baik modal dalamararkeuangan maupun
modal dalam artian berupa barang yang digunakanmkumemperlancar proses
produksi. Berbicara mengenai permodalan yang mebekahkan, pemerintah
banyak melakukan kebijakan dan memberikan altdrimtntuan yang dapat
digunakan sebagai penguatan usaha mikro dan Kdan tetapi yang sering
terjadi usaha yang dilakukan oleh pemerintah tesdllak terdengar lagi
kelanjutannya. Namun, hingga saat ini pemerintakamea Bank Indonesia (Bl),
masih terus berusaha memberdayakan mereka metalgigm yang senantiasa
diperbaharui. Salah satunya melalui pemberian lbankuedit bagi Usaha Mikro
dan Kecil (UMK) yang berasal dari Surat Utang Penteh No. 005 (SUP 005).
Dimana pemerintah memberikan dana pada beberapdadem keuangan
perbankan dan non perbankan untuk kemudian disaluolagi usaha mikro dan
kecil. Salah satu lembaga keuangan non bank yangyahekan dana yang
berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUHy &falah Perum Pegadaian.



Pada usianya yang ke 106, Perum Pegadaian terusmgkatkan daya
saing agar dapat tetap eksis dalam kancah bisalsaugadai saat ini dan dimasa
yang akan datang. Hal tersebut hanya dapat dicap#lui kerja keras, serta
efisiensi biaya dan produktifitasnya. Untuk mencama tersebut, di samping
usaha pokok, manajemen telah melakukan teroboskun@eluncuran beberapa
produk/usaha baru yang dapat membantu penambahdal kerja bagi pemilik
usaha mikro dan kecil, diantaranya seperti :

1. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi);
2. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida);
3. Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista).

Ketiga bentuk bantuan kredit diatas masing-masieqitiki keunggulan
tersendiri. Bantuan kredit diatas diutamakan dikazerikepada para pemilik usaha
mikro dan kecil yang sedang kesulitan modal usdtal itu berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 gy&emudian diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMKQ&42 tentang
Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Dari ketiga produk pemberian bantuan kredit bagihasmikro dan kecll
diatas, Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) mpa&kan salah satu bentuk
penyaluran bantuan kredit yang ditawarkan oleh mReRegadaian. Krasida
merupakan kredit produktif yang diperuntukkan bpglaku usaha mikro dan
kecil (UMK). Sasaran pemberian Krasida adalah psalga yang beroperasi
dengan skala mikro dan kecil baik secara perorgngaoupun kelompok usaha
baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun yalgnbberbentuk badan
hukum, seperti usaha kaki lima, industri rumah tgfgerajin, kios-kios pasar,
toko kelontong (grosir), pedagang, koperasi dan-l@nnya. Sementara itu
sektor-sektor yang dibiayai adalah seperti:

1. Sektor Pertambangan;
2. Sektor Pertanian, terdiri dari:
a. Subsektor Pertanian;
b. Subsektor Perkebunan;
c. Subsektor Peternakan;
d

. Subsektor Perikanan.



3. Sektor Perindustrian, terdiri dari:
a. Subsektor Industri Kerajinan Rakyat;
b. Subsektor Industri Logam.
4. Sektor Listrik, Gas Dan Air, terdiri dari:
a. Subsektor Listrik;
b. Subsektor Gas;
c. Subsektor Air.
5. Sektor Kontruksi;
6. Sektor Perdagangan;
7. Sektor Jasa, terdiri dari:
a. Subsektor Jasa Pariwisata;
b. Subsektor Jasa Perhotelan;
c. Subsektor Jasa Telekomunikasi;
d. Subsektor Jasa Angkutan;
e. Subsektor Jasa Persewaan.

Krasida tergolong kredit yang menguntungkan bagh pgzelaku usaha
mikro dan kecil, karena sewa modal yang bersi&ftétap sebesar 1% per bulan.
Untuk bisa mendapatkan Krasida nasabah dapat nadkger jaminan berupa
barang bergerak. Objek jaminan Krasida terdiri giminan kredit dan jaminan
tambahan. Pada jaminan kredit jenis Krasida dibdtesipa barang perhiasan
emas, emas permata, dan kendaraan bermotor balkdt@maupun roda empat.
Tata cara pemeriksaan dan penaksiran jaminan kjenig Krasida dilakukan
mengikuti ketentuan peraturan perusahaan dalanasipeal gadai konvensional.
Jaminan yang kedua merupakan jaminan tambahanyddela usaha nasabah
menjadi jaminan tambahan sebagai pertimbangan agmn®pemberian kredit
yang dibuat berdasarkan permintaan kredit yangadglkian dalam form Krasida
yang berupa formulir hasil analisa kelayakan usahnta taksiran barang jaminan.

Memang bila dibandingkan dengan Kredit Angsurastedn Fidusia
(Kreasi) yang memberikan kemudahan karena barang ggadikan jaminan
hanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sehinggabalasgang bersangkutan
tetap dapat menggunakan barang jaminan yang bekapdaraan bermotor

tesebut sebagai alat angkut/transportasi untuk rdehkan atau melancarkan



usahanya. Namun, Kreasi hanya memberikan pinjametitlsampai dengan 60%
dari besarnya nilai taksiran barang jaminan. SedmmgKrasida dapat

memberikan pinjaman kredit sampai sebesar 95% mwitai taksiran barang

jaminan. Hal ini dapat terjadi karena barang yaiadikan jaminan pada kredit
jenis Krasida berada pada pihak Perum Pegadaidnnd®@ Perum Pegadaian
tidak khawatir bila nasabah yang bersangkutan rakkak wanprestasi. Berbeda
dengan kredit jenis Kreasi, karena barang jaminangyberada pada pihak
nasabah, sehingga menyulitkan Perum Pegadaian Haismbah melakukan
wanprestasi.

Jangka waktu kredit jenis Krasida tergantung dajuan penggunaan
pinjaman oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Apabifanjaman digunakan
untuk keperluan menambah kapasitas usaha (investesia jangka waktu kredit
bisa diberikan sampai dengan 36 bulan. Namun, Epamjaman kredit yang
digunakan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk maembah modal kerja,
maka jangka waktu kredit yang diberikan maksinZabdilan.

Walaupun Perum Pegadaian sudah melakukan sosidaéiatang Krasida,
tapi masih ada sejumlah Usaha Mikro dan Kecil (UM&ng belum mengetahui
dan belum bisa mendapatkan Krasida. Hal ini terf@dena masyarakat belum
terlalu paham akan prinsip-prinsip 5C vyaitu chamaci(sifat), capacity
(kapasitas/kemampuan), capital (modal), conditioh economy (kondisi
ekonomi), dan collateral (jaminan). Kelima prinsiiatas merupakan syarat
penilaian dalam pemberian kredit yang dilakukar dééenbaga pemberi kredit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelikeimginan untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbektipsi dengan judul:
“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM
GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO
KABUPATEN JEMBER” .



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar h&lpkk atas, maka
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah
1. Bagaimana proses pengangsuran kredit yang mengguisaétem gadai?
2. Apakah akibat hukum bagi nasabah yang wanprestdamdperjanjian
Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pileailni® Pegadaian
Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengeaaaabah Kredit

Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan
Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjaglian umum dan
tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini adalah bersifat akademiguya

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syaragsyang diperlukan
guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultasurflukiniversitas
Jember.

2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu petadpan dan teori-teori
yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan semengembangkan dan
membuat analisa secara yuridis praktis.

3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehidggat menambah
koleksi yang berguna memberikan manfaat bagi pidwakpyang mempunyai
kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yaalgadi dalam karya

tulis ini.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah seblagakut:
1. Untuk mengetahui proses pengangsuran kredit yangggumakan sistem
gadai.
2. Untuk mengkaji akibat hukum bagi nasabah yang westpsi dalam

perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida).



3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakokeim Perum Pegadaian
Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatssibah Kredit

Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi.

14 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah dapat dikatakan mefmesyarat iimiah
apabila dalam penyusunannya menggunakan metodghil@alam hal ini karya
ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dnggjung jawabkan dan
dibuktikan dengan mengajukan data-data yang setgmaPenggunaan metode
dalam penulisa karya tulis ilmiah dapat digunakatuki menggali, mengolah, dan
merumuskan data-data yang diperoleh mendapat &eaimpulan yang sesuai
dernigan kebenaran ilmiah. Adapun metode yang digumakalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini befsifaormatif yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peneraggidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode p&athn yuridis normatif
dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan rhulgang bersifat formil
seperti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Kepativlenteri serta literatur
yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudiahulgingkan dengan

permasalahan yang dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekgpendekatan
yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekanhdang-undangstatute
approach) Pendekatan undang-undarigtatute approach)dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yangngktg paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian ukidiatan praktis, pendekatan
undang-undang ini akan membuka kesempatan bagilipamiuk mempelajari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatnginddang dengan undang-

undang lainnyaReter Mahmud Marzuki, 2007:33



1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisag gligunakan

untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapummmaaaam bahan hukum

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangféeesitoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum priteediri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataafridalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim atal Undang-

Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nom®rTabun 2000
tentang Perum Pegadaian, Keputusan Menteri Keuagator 74 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri KguaiNomor 40
Tahun 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikral,KKeputusan

Direksi Nomor 105 Tahun 2004 tentang Buku Pedomaeré&sional

Krasida.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publiteagang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. P@blika meliputi

literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surghbar yang bertujuan
untuk memperjelas isi dari pokok permasalahan yditghas. Hasil
wawancara dengan pejabat yang paling punya wewpnandpukan

merupakan bahan hukum primer karena hasil wawaiiicatidak bersifat

autoritatif.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dimulai dengan pengumpulan rbbbian, yang

setelah itu keseluruhan bahan hukum dan data ggmeroleh oleh penulis

kemudian dilakukan pengkajian secara lebih mendaangan analisa deskriptif

kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk merofsr gambaran dari suatu

permasalahan yang tidak didasarkan angka-angkstigtanelainkan berdasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlakubddditan erat dengan

masalah yang akan dibahas, untuk selanjutnya kdisaratu kesimpulan dengan



cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yangtsiya umum menjadi hal-hal
yang bersifat lebih khusus.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Perjanjian
2.1.1 Pengertian Perjanjian
Pengertian perjanjian dapat berasal dari beberapdey. Salah satunya
yaitu Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum pergatg memberikan definisi
tentang pengertian perjanjian. Pasal 1313 Kitabddgeindang Hukum Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatwaterb dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sedng lain atau lebih
Jadi menurut definisi dari Pasal 1313 KUHPerda&japjian yang

dimaksud hanya bersifat sepihak saja, namun pamagang dapat menimbulkan
kewajiban yang sepihak saja adalah bukan sebu@npan. Maka dari itu dalam
pasal 1313 KUHPerdata hendaknya kalimat satu cedag lebih digantikan
dengan pihak-pihak mengikatkan diri satu dengamig (Moch. Chidir Ali dkk,
1993: 13). Bergantung dari jumlah orang-orang ydng serta melaksanakan
perbuatan hukum, maka kita mengenal perbuatan hudeparti sepihak, yang
timbal balik, dan yang bersegi banyak. Sedangkaa pali hukum yang lain
berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatstiwar di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua oiangaling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu (Subekti dalam Johannes nhra®904: 7). Pada
perjanjian, terdapat beberapa Asas Hukum Perjargiantaranya:
a. Tidak boleh main hakim sendiri

Meskipun hukum telah menjamin hak seorang selgigak yang beritikad

baik, untuk memperoleh perlindungan atas hak-hakpgag dilanggar,

dengan adanya asas tidak boleh main hakim sentika pihak yang merasa

dirugikan dapat menegakkan haknya menurut prosgaiurketentuan hukum

yang berlaku (I.G. Rai Widjaya, 2002: 25-26).
b. Kebebasan berkontrak

Buku 1l Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengamtiem terbuka dan

bebas, maksudnya adalah bahwa setiap orang dapdiuatperjanjian sesuai

dengan maksud dan keinginanya. Sistem terbuka dalakam perjanjian
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memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untukatuertan mentukan isi
suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertibamum dan kesusilaan
(I.G. Rai Widjaya, 2002: 27).
c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti penting yaitiuku melahirkan
perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakagemai hal-hal pokok
dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itan( perikatan yang
ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada s&ai aetik tercapainya

konsensus atau kesepakatan (Johannes lbrahim, 2004:

2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentgketu formalitas
tertentu bagi pemberian gadai. Dengan rumusan RaSalKitab Undang-undang
Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa persetujuda géuktikan dengan
segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktianepgtmn pokoknya. Dapat
diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikutitusyeerjanjian pokok.
Dengan demikian berarti sahnya suatu perjanjiaraigadrus mamenuhi syarat
sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimam delam Pasal 1320 KUH
Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengeastsyahnya perjanjian.
Dengan rumusan yang menyatakan bahwa:
Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan ensyarat yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalarakio Seri Hukum Harta
Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek syarahga perjanjian selanjutnya
dikelompokkan ke dalam dua syarat, yaitu syaraegtibdan syarat objektif.
a. Pemenuhan syarat subjektif

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemberiatitikgecara sistem gadai

harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanabagaimana dapat dilihat
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dari rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat subje&hnya perjanjian

dapat dibedakan ke dalam dua hal pokok, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendala@walebih pihak
mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilzddsan, mengenai
cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaamet@menai pihak
yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yasght disepakati
tersebut. Sebelum kesepakatan tercapai diantasa plaak, maka pada
umumnya diantara para pihak akan terlebih dahdéikakan pembicaraan
atau umumnya dinamakan dengan negosiasi. Dalamsiasgdersebut,
salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian teitsakan menyampaikan
terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengendhalhayang
dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala maesyaratan yang
mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakeh para pihak.
Persyaratan yang disampaikan tersebut dikenal demgaa “penawaran”.
Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari saléh s@u lebih pihak
dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawarakpya, untuk
memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersefamg nantinya
akan mewujudkan suatu perjanjian yang mengikat &eoeiah pihak.
Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaraangghya harus
menetukan apakah ia menerima penawaran yang diganpaleh pihak
yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal genakn dari pihak
yang melakukan penawaran, menerima penawaran yaegkan, maka
tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jikak pawan dari pihak
yang —melakukan penawaran tidak menyetujui penawarsang
disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukanyaean balik, yang
memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapahutipeatau yang
sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakpenuhi atau
diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka pakatan belum
tercapai. Keadaan tawar-menawar ini akan terusamjetl hingga pada
akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatagenanhal-hal yang

harus dipenuhi dan dilaksanakan oieh para pihalkandaperjanjian
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tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dasing&aian penawaran
atau bahkan tawar-menawar yang disampaikan danjukaraoleh para
pihak secara bertimbal balik adalah saat tercapdiegepakatan.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum mé&rmpasyarat
subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang salarmdara para pihak.
Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubuirgngan masalah
kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedu#ehsebut secara
prinsipil berbeda, namun dalam membahas masaladik&pan bertindak
yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, makaalataskewenangan
untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jikasaheh kecakapan untuk
bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan daniggerorangan
yang melakuan suatu tindakan atau perbuatan hukyamg( pada
umumnya dilihat dari sisi kedewasaan), masalah kangan berkaitan
dengan kapasitas orang-perorangan tersebut yatigdagr atau berbuat
dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap beéktiddiam hukum
tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukamusparbuatan hukum.
Sebaliknya seseorang yang dianggap berwenang umbiitindak
melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karemadu shial dapat
menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukumilBen mengenai
kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak inishdibuat atau
dilakukan secara berurutan. Sebelum seseorang chembimengenai
kewenangan untuk bertindak, haruslah terlebih dahdicari tahu
mengenai kecakapan untuk bertindak dalam hukuneleéetseseorang
dinyatakan cakap untuk bertindak (yang pada umundikaitkan dengan
tindakan yang dikaitkan untuk dan atas namanyaiggrshru kemudian
dicari tahu apakah orang tersebut cakap bertindédndhukum dan juga
berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbunukum tertentu
(yang dalam hal ini biasanya dihubungkan dengarasitgs dari orang-

perorangan tersebut dengan yang “diwakilinya”).
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b. Pemenuhan syarat objektif

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat dibedakard&lam dua hal pokok,

yaitu:

1) Suatu hal tertentu
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan ndakal tertentu,
dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH@Bergang
berbunyi sebagai berikut:

(1) Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pakdtu barang
yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
(2) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah baraiigk tentu, asal
saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau tdifmg.

Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahmgahebendaan
yang dapat diperdagangkan saja yang dapat mengdikpperjanjian,
pada dasarnya hanya menegaskan kembali bahwa yasgknadalam
rumusan perjanjian ini adalah kebendaan yang masl&m lapangan
harata kekayaan. Jadi kebendaan, baik yang berwojadpun tidak
berwujud yang berada diluar lapangan harta kekaygang terutama
diatur dalam Buku il KUHPerdata tentang kebendatdy®k dapat
dijadikan pokok perjanjian, karena kebendaan tettseiolak termasuk
dalam rumusan kebendaan menurut Pasal 1131 KUHBerskehingga
tidak dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan ptaika

2) Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang
Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hinggal Ra37 KUHPerdata.
Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu penjdaanpa sebab,
atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang ats terlarang, tidak
mempunyai kekuatan. KUH Perdata tidak memberikamgeeian atau
definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal Ol¥JHPerdata.
Hanya saja dalam Pasal 1335 KUHPerdata, dijelas@bwa yang disebut
dengan sebab yang halal adalah:
1. bukan tanpa sebab;
2. bukan sebab yang palsu;

3. bukan sebab yang terlarang.



2.1.3
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Dalam uraian yang diberikan dalafBuku Seri Hukum Perikatan:
Perikatan yang Lahir dari Perjanjigndalam pembahasan mengenai asas
kebebasan berkontrak, telah disinggung bahwa padarmya hukum
tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak, @atdugti seseorang.
Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang ligrtyang pada
pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajlbkdanakan oleh
debitur dalam perjanjian tersebut. Oleh karenaniéika selanjutnya dalam
Pasal 1336 KUHPerdata imenyatakan lebih lanjut balika tidak
dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebabhgdalg atau jika ada
suatu sebab lain daripada yang dinyatakan ituapgan itu adalah sah.

Macam-macam Perjanjian

Pada kenyataannya bentuk-bentuk perjanjian daldmallgean masyarakat

terdiri dari bermacam-macam bentuk. Subekti dalamubya yang berjudul

Aneka Perjanjian mengemukakan beberapa macam pemjaang sering terjadi

di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya:

1. Perjanjian jual-beli menurut ketentuan Pasal 1450HRerdata yang

menyatakan bahwa jual-beli ialah suatu perjanjtiamgan mana pihak yang

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatbem@aan, dan pihak

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjika

2. Perjanjian tukar-menukar menurut ketentuan Pasé4l ¥JHPerdata yang

menyatakan bahwa tukar-menukara ialah suatu pemamjengan mana kedua

belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling meniaer suatu barang

secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatunigdean.

3. Perjanjian sewa-menyewa menurut ketentuan Pas&l K&HPerdata yang

menyatakan bahwa:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan maiteakp yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihakgy lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktentu dan dengan
pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tetsdimlakangan
disanggupi pembayarannya “.
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4. Perjanjian sewa-beli
adalah suatu macam jual-beli, setidak-tidaknyahlebendekati jual-beli dari
pada sewa-menyewa, meskipun sebenarnya merupakapuicm dari
keduanya.

5. perjanjian pinjam-meminjam menurut ketentuan Pdsés4 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mashak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlatetgtt barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat dghhak yang
terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sadarajenis dan mutu
yang sama pula”.

2.2 Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)
2.2.1 Pengertian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) adalah Hentayanan
pemberian pinjaman kepada masyarakat menengahvk&hbgang mempunyai
usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatamarssm atas dasar hukum
gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan isgsugka waktu pinjaman.
Sedangkan dalam buku informasi produk-produk Pegadian Keunggulannya,
Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) diartikabaggi kredit yang berasal dari
pemerintah melalui Surat Utang Pemerintah Nomor (3P 005) diberikan
kepada pengusaha mikro dan kecil dengan sistemi gddaang jaminan

diserahkan).

2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasda)

Tujuan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (idegsbagi pemilik
usaha mikro dan kecil adalah menguatkan permodadamma mikro dan kecil
dalam upaya meningkatkan produktivitas dan dayagsaial ini dilakukan agar
para pemilik usaha mikro dan kecil tidak hanya rmaénjpenonton dalam
pergerakan ekonomi yang semakin berkembang, kaaatani sudah selayaknya
usaha mikro dan kecil mulai menjadi salah satu mungenggerak roda
perekonomian yang dapat dirasakan langsung olelyarsst kecil. Salah satu
bentuk bantuan yang dapat dilakukan oleh pemeriudalah dengan memberikan

alternatif bantuan kredit berupa Krasida yang diaer melalui Perum Pegadaian.
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2.2.3 Syarat-syarat Mengajukan Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Untuk dapat memperoleh kredit angsuran sistem g@atasida), perlu

dilakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya:

a. Pemeriksaan dokumen

1.

Warga negara Indonesia yang mempunyai domosipAetas (dibuktikan
dengan melampirkan copy KTP yang ditunjukkan asljny

2. Copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengalnya;

Dokumen kepemilikan barang jaminan kendaraan bemmaesuai
ketentuan persyaratan yang berlaku pada ketenayamdn Kredit Gadai
biasa.

Persetujuan suami/istri dengan melampirkan copy Hamembubuhkan
tanda tangan surat perjanjian kredit;

Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa yang megleaa bahwa calon
nasabah benar-benar mempunyai usaha produktif keged dan layak

pinjaman sebagai tambahan modal kerja/tambahastasie

b. Pemeriksaan barang jaminan dan penetapan uanggimja

1.

2.3
23.1

prosedur dan tata cara menetapkan besarnya taksaamg jaminan

dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku dalatay@an gadai biasa,

. penetapan besarnya uang pinjaman dilakukan dengatimpangan

kelayakan usaha dan besarnya nilai taksiran daa pugmperhittingkan

resiko fluktuasi harga dengan cara menetapkan pakskan.

Wanprestasi
Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas tentang pengertian wanprestakitte dahulu

penulis menguraikan pengertian prestasi. Prestdala kewajiban yang harus

dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, mgaaberupa benda berwujud

baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan bdyapda tak berwujud berupa
hak (Abdulkadir Muhammad, 1982 :86). Pemenuhantasesadalah hakekat dari

suatu perikatan. Pasal 1234 Kitab Undang-undanguiuRerdata menyatakan

bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikanaggsberbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu. Ketiganya tersebut merupalgrd dari prestasi.
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Pengertian wanprestasi berasal dari istilah baBa$anda wanprestatie
yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telabtapkan dalam perikatan,
baik perikatan yang timbul karena undang-undangpmayerikatan yang timbul
karena perjanjian. (Muhammad, 1992:20). Perikatangytimbul karena kedua
belah pihak (debitur dan kreditur) dengan sengajadpakat mengikatkan diri,
dalam perikatan kedua belah pihak mempunyai hakkesvajiban yang harus
dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi pgadmak kreditur berhak atas
prestasi.

Ada beberapa pengertian dari wanprestasi yang dikakan oleh
beberapa ahli hukum (Johannes Ibrahim, 2004: Sitalianya:

1. Menurut Elly Erawaty

Waprestasi adalah pengingkaran terhadap suatujikewayang timbul

dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salahu spihak dalam

perjanjian tersebut.
2. Menurut Subekti

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabilarsutang (debitur)
tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dhkataia melakukan
"wanprestasi”, ia alpa atau lalai atau ingkar jaatpu juga ia melanggar
perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesyaing tidak boleh
dilakukannya.

3. Menurut Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yangk tigtpat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknyaor&g debitur
disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestakilaagha dalam
melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sgainterlambat’ dari
jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksangkastasi tidak
menurut sepatutnya/selayaknya.

Jadi secara sederhana wanprestasi adalah tidakukefa prestasi, atau
melakukan prestasi tetapi yang dilaksanakan tidakttwaktu dan tidak sesuai
dengan yang seharusnya. Sehingga debitur dikatakamprestasi dan ini

merupakan pelanggaran hukum atau tindakan melawksmi (1.G Rai Widjaya,
2002: 51).
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2.3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya jdglam perjanjian-
perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yagabila dilakukan oleh salah
satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan metyaa pihak lain dapat
memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau karallejadian seperti ini sering
disebut dengan wanprestasi aiauents of Default\junir Fuady, 2002:44)

Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telapedanjikan oleh
debitur, pada dasarnya disertai dengan alasanradabagai berikut :

a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaaupun karena
kelalaian;

b. karena keadaan memaksavdrmacht, force majeuye alasan-alasan
tersebut berada diluar kemapuan debitur sehingdptudetidak dapat
dipersalahkan.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersakah tmelakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagainsgorang debitur itu
dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestaia atau tidak keadaan
yang dapat menunjukkan debitur wanprestasi dafhaddari :

a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, atimebitur tidak
memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untigerdihi dalam
suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yeatgh ditetapkan
undang-undang dalam perikatan yang timbul karedangrundang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atalirk artinya debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang telah dipgkgamtau apa yang
ditentukan oleh undang-undang, tetapi sebagaimamamt kualitas yang
ditentukan dalam undang-undang ataupun dalam fianan

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat wajdurartinya debitur
memenuhi prestasi tetapi terlambat, dengan kata Veaktu dalam
perjanjian tidak dipenuhi.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yang pentingasgodebitur itu
sendiri. Untuk mengetahui sejak kapan debitur m#dak wanprestasi perlu
diperhatikan dalam perjanjian itu ada ketentuarggang waktu pemenuhan

prestasinya atau tidak. Dalam hal tenggang wakimepehan prestasi tidak
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ditentukan, dipandang perlu untuk mengingatkan tdebguna memenuhi
prestasinya. Sebaliknya dalam hal tenggang waktiakg@naan prestasi
ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 Kitaang-undang Hukum
Perdata disebutkan bahwa debitur dianggap lalagatenewatnya waktu yang
ditentukan. Maksudnya bahwa si berhutang dikatédanapabila ia dengan surat
perintah atau dengan kata sejenis itu telah dikgatalalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkanvatsi berhutang akan harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditemuka
Terhadap wanprestasi tersebut, seorang debiturnggoag akibat-akibat
yang tidak menguntungkan diantaranya :
1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1236 dan Pa38l Ki2HPerdata,
apabila debitur wanprestasi wajib memberikan pemnigga biaya, rugi,dan
bunga. Pengertian rugschade)menurut undang-undang adalah kerugian
nyata {eitelijknadee)yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat
perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibgkar janji (Mariam
Darus Badrulzaman, 1991: 21)
2. Pembatalan perjanjian
Menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata disebutkhwa :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, @pnemilih apakah ia,
jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memakdsakiyang iain untuk
memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut peaia perjanjian,
disertai penggantian biaya kerugian dan bunggJohannes lbrahim,
2004: 56-57).

3. Peralihan risiko

Risiko merupakan kewajiban untuk memikul kerugiamg disebabkan
oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalabalah satu pihak, yang
menimpa barang yang menjadi objek perjanjian (Sulwtam 1.G. Rai
Widjaya, 2002: 45).

4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkardkpangadilan.
Apabila salah satu pihak wanprestasi dan tidak tddisalesaikan melalui
perdamaian, maka dapat diperkarakan ke pengadilaga perkara akan
dilimpahkan pada pihak yang wanprestasi atau markab kerugian

bagi pihak lain.
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Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermas#ddh kredit-kredit
yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, krdoggukan, dan kredit macet.
Istilah kredit bermasalah telah digunakan dalamiayserbankan Indonesia
sebagai terjemahaproblem loan. Timbulnya kredit bermasalah dikarenakan
adanya indikator debitur tidak mau membayar utaagmgrosedur pemberian
kredit yang menyimpang atau bahkan dapat dikatakaasih lemahnya
profesionalisme pengelola perbankan (dalam hdembaga pemberi kredit yaitu
Perum Pegadaian). Sedangkan penyebab terjadinga kvacet dikarenakan oleh
faktor internal dan eksternal yakni faktor intermatliputi kebijakan perkreditan
yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur petanedtikad kurang baik
dari debitur, dan lemahnya sistem administrasi pangawasan kredit. Faktor
eksternal meliputi kegagalan usaha debitur, musitexhadap debitur atau
kegiatan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaipgabankan yang tidak sehat
oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi tlagginya suku bunga
(Rahmadi Usman, 2003: 259).
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BAB Il
PEMBAHASAN

3.1 Proses Angsuran Kredit yang Menggunakan Siste@adai

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuaog bank yang
diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyalukkadit kepada masyarakat.
Secara umum kredit gadai atau yang menggunakaemsigadai merupakan
pemberian pinjaman atau kredit dalam jangka wadtiemntu kepada nasabah atas
dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yaa{) thtetapkan oleh Perum
Pegadaian. Pada dasarnya gadai diberikan untukamanpguatu tagihan dengan
kata lain kredit gadai merupakan pinjaman atau ikrngang diberikan dalam
jangka waktu tertentu kepada nasabah berdasarkemmhgadai dan prasyarat
tertentu yang penyelesaian pinjamannya dilakukargae cara mengembalikan
uang pinjaman beserta sewa modalnya. Dalam merkamguatu tagihan, Perum
Pegadaian memberikan persyaratan berupa adanyagbgmainan bagi kredit
yang dikeluarkan. Ini dilakukan demi keamanan kreding telah dikeluarkan
oleh pihak Perum Pegadaian.

Perjanjian kredit gadai atau yang menggunakannsigiadai itu terjadi
apabila seseorang calon nasabah membawa barangajag@dai ke pegadaian
untuk mendapatkan kredit gadai. Apabila tidak adeatg jaminan gadai maka
perjanjian kredit tidak bisa dilakukan. J. Satri®46:110) menyatakan bahwa,
sifat gadai adalah accessoir, yang dimaksud diaghalah perjanjian gadai
mengabdi kepada perjanjian pokoknya. Sedangkamadidaraktek kenyataannya
tidak seperti itu, kenyataannya bahwa perjanjidkogoya yang mengabdi kepada
perjanjian gadai. Perjanjian pokok yang berupa apggn kredit ini akan
diberikan apabila ada barang jaminan, sehingganbajaminan terebut juga
digunakan sebagai syarat utama dalam menggadaiqzabila calon nasabah
ingin mengajukan perjanjian kredt tanpa didahulemghn menyerahkan barang
yang akan digadaikan atau digunakan sebagai jammaka tidak akan
mendapatkan pinjaman kredit. Disini dapat dikatakahwa perjanjian kredit itu
ada apabila didahului dengan adanya perjanjianigetda juga bisa dikatakan

bahwa tidak ada barang jaminan maka tidak adatkredi
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Proses terjadinya perjanjian hutang piutang atajamen kredit dengan
sistem gadai yaitu menggunakan jaminan ini ada iEpa®eseorang ingin
mendapatkan pinjaman berupa uang dengan menjamisikaiu barang yang
mempunyai nilai ekonomis. Secara umum syarat-syk@anomis yang dipenuhi
dari jaminan perkreditan yaitu:

a. Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjual belik@taa umum dan secara
bebas;

b. Barang jaminan terebut harus mudah dipasarkan thaps mengeluarkan
biaya pemasaran yang berarti;

c. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lehilk pka nilainya juga
meningkat di kemudian hatri;

d. Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuhu atasak sebab akan
mengurangi nilai ekonomisnya,

e. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekondalam jangka waktu
kredit yang dijaminnya; dan

f. Selain barang tersebut mempunyai nilai ekonomigngatersebut juga bukan
barang yang dilarang.

Dalam dunia usaha pasti akan timbul risiko yangihalihadapi dan tidak
mungkin dihindari, karena usaha adalah menghitisigor yang mungkin akan
ditanggung atau sebaliknya diperoleh pendapatag génginkan. Maka dalam
memberikan  kepercayaan kepada orang/calon nasabairus h di
perhitungkan/dipertimbangkan risiko yang palingikddntuk menghitung risiko
yang paling kecil, maka sebelum memberikan pinjakadit dengan fasilitas
Krasida, yang harus dipahami adalah sebagai berikut
1. Adanya kemauan;

2. Adanya kemampuan;
3. Adanya pengetahuan.

Dari tiga unsur diatas, maka akan timbul apa yaagabdisebut dengan

syarat penilaian pemberian kredit perbankan atasiprs C, yaitu:
a. Charakter (sifat)
Untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad baik keojuran calon

nasabah lebih dititik beratkan pada aspek moralsaBdasar dari sifat
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seseorang debitur yang baik adalah kejujuran, iinésgdan beban moral.
Setiap manusia mempunyai watak yang berbeda. Gkaraerupakan faktor
dominan dalam penilaian pemberian kredit.
Cara untuk memperoleh gambaran character calobaiasa
a. Teliti daftar riwayat hidup
b. Teliti reputasi dilingkungannya
c. Teliti usahanya
d. Meminta bank information
e. Data dari asosiasi calon debitor
Hal —hal lain yang perlu di amati dari calon nasehdalah:
. Apakah sering/hoby berjudi
. Apakah senang hidup berfoya-foya/gaya hidup mewah

a
b
c. Apakah suka minum-minuman keras/mabuk
d. Apakah dalam bekerja asal-asalan atau kurang serius
e. Apakah sering ada tamu datang menagih hutang
f. Apakah dalam menyelesaikan hutangnya lancar /tigdlagar atau sering
menunggak
g. Apakah dalam kehidupan sehari-hari wajar-wajar saja
h. Apakah dari keluarga taat beribadah
I. ~Apa rumah/toko yang ditempati saat ini milik sendtau kontrak
j. Apakah dalam bekerja dilakukan dengan tekun, mysaln
1. Jam buka/tutup tempat usaha tepat waktu;
2. Selalu menunggu tempat usaha, kecuali ada kepeglang sangat
penting dan ada yang mewakili menunggu tempat usaha
. Capacity (kapasitas/kemampuan)
Usaha yang dibiayai dengan kredit pada prinsipngaupakan usaha yang
dikelola dengan baik oleh nasabah. Hal ini dimakandagar usaha tersebut
dapat berkembang dengan baik sehingga terhindarkdaracetan dalam
pengembalian kredit kepada bank atau lembaga penyaédit lainnya.
Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan calasabah dalam
mengembalikan kredit. Capacity/kapasitas berkatandengan:
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a. Kemampuan debitur untuk membayar atau mengangsditkr

b. Menilai kernampuan mengelola kas

c. Menilai kemampuan mengelola usaha

Selain itu untuk mengukur kemampuan calon nasatahdebitur dilakukan
cara:

a. Menilai latar belakang calon debitur

b. Jangan terpukau atau tertipu penampilan sesaatcdm nasabah atau
debitur

Analisis terhadap kinerja keuangan

Menilai latar belakang calon debitur

Penilaian aspek yuridis

= 0 a2 o

Penilaian kemampuan mengelola usaha/manajememyeligpiti:

1. Produksi dan mesin/peralatan

2. Mengelola modal kerja

3. Melakukan pemasaran produk

4. Mengelola SDM, berapa jumlah/gaji per pegawai

Capital (modal)

Keberadaan capital (modal) adalah untuk mengetapakah calon nasabah
memiliki modal yang memadai untuk usaha, karenaitalagmodal)
menggambarkan sumber pembiayaan cicilan kredit.it@afmodal) dapat
berupa tabungan yang dimiliki di Bank, Polis Aswiartanah, bangunan,
tempat usaha , mesin/peralatan, barang dagangam, samber lain yang
sewaktu-waktu dapat ditarik untuk membayar cicilan.

. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan yang akan mencesmip&ngaruh terhadap
usaha yang dijalankan. Kondisi yang dimaksud, dikad menjadi 2 (dua),
yaitu:

1. kondisi eksternal-makro ekonomi

meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, politik, layd, kebijakan
pemerintah, faktor hukum dan lain-lain yang berpety mempengaruhi

keadaan perekonomian serta dunia usaha lainnya.
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2. kondisi internal

adalah kegiatan/kinerja yang dilakukan oleh manajfeatau seorang yang

akan mempengaruhi keadaan usaha.

e. Collateral (jaminan)

Jaminan menjadi bagian yang penting untuk dipedimgkan dalam
memberikan kredit. Jika skim kredit memiliki kelemaa dan untuk
mengamankan kemungkinan nasabah wanprestasi. Rdkalnya jaminan
dapat digunakan sebagai sumber penyelamatan kegdibila nasabah
wanprestasi. Pada prinsipnya penyaluran kreditktiselalu harus dengan
jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang sig@ng dimiliki
debitur/nasabah pada dasarnya sudah merupakarajamtias prospek usaha
itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepaspa agunan, kredit itu akan
memiliki resiko yang sangat besar karena jika usafaa investasi yang
dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai aepgrhitungan semula
maka akan menimbulkan kerugian bagi kreditur setmia yang disalurkan
berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. Itu bekaedit tersebut macet
tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan uatukup kredit yang tidak
terbayar. Namun akan lain halnya jika ada baramginan/agunan yang
digunakan sebagai jaminan.

Perum Pegadaian memberikan kredit jenis Krasidayatercara terlebih
dahulu mengisi formulir permohonan Krasida yandadjutkan dengan mengisi
form perjanjian yang didalamnya terdapat bebekdgasul yang harus disetujui
oleh para pihak yaitu Form Perjanjian Hutang Pigt&®ngan Kuasa Menjual.
Form Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Memuadupakan perjanjian
kredit bagi kedua belah pihak yaitu Perum Pegada&taku kreditur dengan
orang/badan usaha selaku debitur. Perjanjian kpeelilu mendapat perhatian
khusus baik oleh bank atau lembaga lain (yang difsek untuk menyalurkan
kredit) selaku kreditur ataupun nasabah debitukarénakan perjanjian kredit
merupakan dasar hubungan kontraktual antara phek.pDari perjanjian kredit
dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberianpngg@ongan, ataupun
penatausahaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoylafiites Ibrahim, 2004: 30)
perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diamiygat.:
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1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokartinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batatidenya perjanjian
lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pentakgaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti negrag batasan-batasan
hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit sebagai alat untukonitoring kredit (Muhammad
Djumhana, 2000: 228).

Sebelum membahas mengenai proses pengangsurandaedan sistem
gadai, alangkah baiknya bila terlebih dahuiu diikara mengenai prosedur
bagaimana cara untuk mendapatkan kredit dengaensighdai atau Krasida.
Untuk mendapatkan kredit dengan sistem gadai yamgda Perum Pegadaian,
maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokunrasabah sebagai
kelengkapan persyaratan pengajuan kredit, yanguteli
1. Warga negara indonesia yang mempunyai domisilipfetas (dibuktikan

dengan melampirkan copy KTP yang ditunjukkan asljny

2. Copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengatinya disertakan
sebagali bukti;

3. Dokumen kepemilikan barang jaminan kendaraan bemsssuai ketentuan
persyaratan yang berlaku pada ketentuan layanatitK3adai biasa;

4. Persetujuan suami/istri dengan melampirkan copy Ki@R membubuhkan
tanda tangan pada Surat Perjanjian Kredit (Pegariiutang Piutang dengan
Kuasa Menjual);

5. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa yang nmgleaa bahwa calon
nasabah benar-benar mempunyai usaha produktif yaga dan layak
mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal kenjséihan investasi.

Setelah pemeriksaan dokumen selesai dilakukan, aitkaiskan dengan
prosedur dan tata cara menetapkan besarnya takisaeng jaminan yang
ketentuannya mengikuti ketentuan yang berlaku dag@tayanan gadai biasa
sebagaimana tercantum dalam Pedoman Operasionait K&adai biasa.
Sedangkan penetapan besarnya uang pinjaman dilaldé&@gan pertimbangan
bahwa pemberian kredit ini didasarkan pada kelayalsaha dan besarnya nilai

taksiran yang juga sudah memperhitungkan resikktufasi harga dengan cara
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menetapkan patok taksiran, maka besarnya pinjamaksimum yang dapat

diberikan kepada nasabah/debitur adalah sebesard@B%ilai taksiran barang

jaminan. Sedangkan langkah-langkah pelayanan kdesigan fasilitas Krasida

adalah sebagai berikut:
1. Nasahah

1.
2.

Mengisi formulir permohonan kredit Krasida (lampird);

Menyerahkan Fomulir permohonan Krasida yang teliggi Kepada

Petugas Fungsional Krasida dengan melampirkan:

* Barang jaminan emas, permata dan atau kendaraaoioey

* Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istnn déartu
Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dalukahan (bagi
nasabah yang alamatnya tidak sama dengan KTP); dan

* Menyerahkan Surat Keterangan Lurah/Kades bahwa ncalo
nasabah/debitur benat-benar memiliki usaha legalg yeyak
dibiayai/diberi pinjaman.

Bilamana perlu bersama petugas Krasida melakukamnjpaan

domisili/lokasi usaha;

Menandatangani dan menerima Surat Perjanjian Hutangang

Dengan Kuasa Menjual Kembali dan Formulir Bukti &@&naan

Uang (lampiran 7);

Menyerahkan Formulir Perjanjian Hutang Piutang @endduasa

Menjual dan Formulir Bukti Penerimaan Uang (lampid kepada

kasir sebagai dasar penerimaan uang (kredit); dan

Menerima uang sebesar yang tercantum pada Forniuikti

Penerimaan Uang dan Formulir Perjanjian HutangaRmitdengan

Kuasa Menjual bersama lembar pertama dari keduaulortersebut.

2. Petugas Krasida

1.

2.

Menerima barang jaminan dan formulir permohonanskia yang
telah diisi nasabah/debitur serta dokumen pendukunguk

pemeriksaan administrasi;

Petugas Krasida melakukan penaksiran barang jamidan

menuangkannya dalam Formulir Hasil Analisa Kelayaldaaha serta
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Taksiran Barang Jaminan (lampiran 7). Selajutnyeelae proses
penaksiran selesai, maka terhadap barang jaminawg Yeerupa
perhiasan emas/permata dimasukkan ke dalam kanbargng
jaminan. Sedangkan barang jaminan berupa kendaexramotor baik
beroda dua atau empat setelah dilakukan pemenksslangkapan
peralatan dan kebersihannya ditempatkan di daladarogi bersama
dengan barang jaminan yang lainnya. Setelah it@angajaminan
diberi nomor dengan meriggunakan salah satu kitirangyang tertera
pada Surat Perjanjian Kredit (Perjanjian Hutangtdfig Dengan
Kuasa Menjual), sedangkan kitir nomor lain diskeah kepada
nasabah;

Bila perlu bersama calon nasabah/debitur melakuganinjauan
domisili/lokasi usaha calon nasabah/debitur. Hasdlisa dituangkan
dalam Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha sé&gksiran Barang
Jaminan;

Menyerahkan Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usabda Taksiran
Barang Jaminan yang telah diisi berikut barang jamnya kepada
Manajer Cabang untuk keputusan persetujuan kredit;
Mempersiapkan, memberi nomor Formulir Perjanjiartadg Piutang
dengan Kuasa Menjual dan barang jaminan, dan ForrBuikti
Penerimaan Uang masing-masing rangkap 2 (duay kartu register
angsuran kredit Krasida; dan

Petugas Krasida mengadministrasikan dan menyimparkad

Krasida.

3. Manajer Cabang

1.

2.

Manajer cabang menerima barang jaminan dan ForidaBil Analisa
Kelayakan Usaha serta Taksiran Barang Jaminan, nieadkembali
penaksiran barang jaminan dan menetapkan besarmgdlit k
berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan smakelayakan
usaha;

Setelah proses penandatanganan Surat Perjanjiadit Kselesai

manajer cabang me-matrys barang jaminan untuk paindidalam
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kluis (barang jaminan berupa perhiasan) sedangkakunden
pinjaman yang telah ditetapkan taksiran dan bgsanang pinjaman
disimpan oleh petugas administrasi Krasida; dan

3. Bersama nasabah dan istrinya/suaminya menandatafrgamulir
Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual, sidanjutnya
menyerahkan kembali kepada petugas Krasida bed&tang
jaminanannya.

4. Kasir

1. Menerima Formulir Bukti Penerimaan Uang dan menkkaonya
dengan Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengaasiuMenjual;
dan

2. Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yanga@aeia Formulir
Bukti Penerimaan Uang serta mengembalikannya berdaonmulir
Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual K&m

pertama/asli) kepada nasabah/debitur.

Sebelum membahas mengenai langkah-langkah pembayagsuran
kredit Krasida, maka sebaiknya terlebih dahulu retdgui bagaimana sistem
perhitungan dalam membayar kredit Krasida yangrdikean sewa modal flat
(tetap). Sistem pengembalian kredit dalam Krasidakwukan dengan cara
angsuran bulanan dengan perhitungan flat (tetaggaya angsuran dihitung dan
ditetapkan berdasarkan perhitungan dari angsurag ymnjaman ditambah sewa
modal. Jumlah uang pinjaman ditambah sewa modainsejangka waktu kredit
dibagi dengan jangka waktu kredit (bulan) atau dengrenggunakan rumus

sebagai berikut:

Cicilan (Cn) = UP + n (UP x SM
n

Keterangan:
UP = Uang Pinjaman
n = Jangka waktu kredit

SM = Tarif sewa modal sebulan
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Contoh:
Besarnya Uang Pinjaman = Rp. 24.000.000,00
Sewa Modal = 1% (satu persen) perbulan
Jangka waktu kredit =12 bulan
Angsuran perbulan = Rp. 24.000.000 + 12 ( Rp.GBLADO x 1%)
12
= Rp. 24.000.000 + 12 (Rp. 240.000)
12
= Rp. 24.000.000 + Rp. 2.880.000
12
= Rp. 26. 880.000

12

= Rp. 2.240.000,00

Angsuran terdiri dari:

Cicilan Uang Pinjaman = Rp. 24.000.000 : 12 = RP0OA.000
Sewa Modal = 1% (satu persen) x Rp. 24.000.0Bp.=240.000
Jumlah Angsuran = (UP + SM) = Rp. 2.240.000,00

Prosedur pembayaran angsuran kredit dengan fadli@sida yang terdiri
dari tiga pihak yaitu nasabah, pegawai administkaasida dan petugas kasir,
sedangkan cara kerjanya meliputi:

1. Nasabah
Untuk melakukan pembayaran kredit Krasida nasabahdatangi petugas
loket dengan membawa Bukti Penerimaan Uang ataon Bukti Angsuran
Kredit Krasida bulan sebalumnya serta Kartu Regigtagsuran Kredit
Krasida untuk memudahkan perncarian data. Disinalas membayar uang
angsuran kredit Krasida ke loket kasir.

2. Pegawai Administrasi Krasida
Pegawai administrasi Krasida menerima Form Buktjgaman Kredit Krasida
bulan sebelumnya dan Kartu Angsuran Krasida darsalpgh yang
bersangkutan setelah dicocokkan dengan Kartu RegAmgsuran Kredit
Krasida. Selanjutnya pegawai administrasi krasigagrsi besarnya angsuran

termasuk denda bila ada pada Form Bukti AngsuradiKKrasida yang baru
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dan menyerahkannya kapada nasabah yang bersangkdéhntersebut
dilanjutkan dengan mencocokkan Form Bukti Angsufaadit Krasida dan
dicatat pada Kartu Angsuran Krasida. Setelah igapai administrasi krasida
menyimpan semua dokumen dalam file khusus.

3. Petugas Kasir
Petugas kasir manerima dan memeriksa Form Buktsidwag Kredit Krasida
dan Kartu Angsuran Krasida yang telah dibuat oleagai administrasi
krasida. Selanjutnya petugas kasir menerima uangfgaran angsuran dari
nasabah dan mambubuhkan paraf serta cap "TERIMAlaporm Bukti
Angsuran Kredit Krasida dan Kartu Angsuran Krasfgetelah semua proses
selesai, maka petugas kasir mengembalikan Kartusdtrag Krasida dan
mendistribusikan lembar Form Bukti Angsuran Krddlisida bagi nasabah,
cabang dan arsip.

Apabila nasabah berkeinginan untuk segera melupagamannya
sebelum berakhirnya masa kredit (sebelum jatuh @@mperlu dilakukan
perhitungan terlebih dahulu mengenai jumlah yangushalibayar pada saat
pelunasan sekaligus tersebut. Untuk menghasilkamtpegan yang akurat dan
memberikan perlakuan yang adil kepada nasabah, whgk@makan pendekatan
perhitungan menggunakan konsep “anuitas”. LangiabWKah pelunasan
pembayaran kredit angsuran sistem gadai (Krasagi@jah sebagai berikut:

1. Nasabah
a. Nasabah mendatangi petugas loket dengan membawa Bukti

Angsuran Kredit Krasida bulan sebelumnya dan menaberkan maksud

dari kedatangannya kepada petugas loket yang [lgkust@m yaitu

membayar uang pelunasan kredit Krasida dari sisgditkiyang telah
dibayar sebelumnya kepada kasir; dan

b. Setelah melaksanakan pembayaran maka nasabah rbhanghypetugas
dan menyerahkan Form Bukti Angsuran Kredit Krasidanun dalam hal
ini bukti itu berupa form pelunasan angsuran yamgrgunakan untuk
mengambil barang jaminan. Jadi dengan adanya pekthasan angsuran
krasida maka nasabah dapat menerima kembali bgnanigan yang telah

ia serahkan sebelumnya disertai dengan dokumemykain
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2. Pegawai Administrasi Krasida

a.

Pegawai administrasi Krasida menerima Form Buktg@man Kredit
Krasida bulan sebelumnya dan dicocokkan dengan uK#&egister
Angsuran Kredit Krasida;

Kemudian petugas mengisi besarnya angsuran terndesudta bila ada
pada Form Bukti Angsuran Kredit Krasida yang baam dnenyerahkan
kepada nasabah yang bersangkutan;

Setelah itu petugas mencocokkan Form Bukti Angsufeedit Krasida
dan dicatat pada Kartu Register Angsuran Krediskia

Selanjutnya pegawai administrasi Krasida menghubunganajer
cabang/penyimpan atau kepada penjaga gudang urdsé&sppengambilan
barang jaminan dan menyerahkan kepada nasabah; dan

Terakhir yang dilakukan oleh pegawai administragiadida adalah

mencatat semua jumlah pelunasan pada form-form tgakait.

3. Petugas Kasir

a.

Petugas kasir menerima dan memeriksa Form Buktisémayn Kredit
Krasida yang telah dibuat oleh pegawai adminiskessida,

Selanjutnya petugas kasir menerima uang pembayargsuran terakhir
dari nasabah dan membubuhkan paraf serta cap "LUNa8Sa Form
Bukti Angsuran Kredit Krasida. Paraf dan cap "LUNA8rsebut sebagai
tanda bahwa kredit krasida sudah lunas terbayar; da

Setelah semua prosedur selesai, maka petugas rkasidistribusikan
lembar Form Bukti Angsuran Kredit Krasida kepadaateah, cabang dan

arsip sebagai bukti atau dokumen.

4. Manajer Cabang/Penyimpan

Manajer cabang/penyimpan memeriksa kembali ForntiBuigsuran Kredit

Krasida yang telah diparaf dan diberi cap "LUNASeélo petugas kasir dan

setelah itu manajer cabang/penyimpan mengambilngemyerahkan barang

jaminan dan dokumen lainnya kepada petugas gunerallisan kepada

nasabah yang telah melunasi pinjamannya.
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Jangka waktu kredit Krasida tergantung dari tujymenggunaannya,
misalnya pada kredit yang digunakan untuk menambebal kerja. Apabila
dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelatithya dinyatakan lunas
kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasgiéspanjangan kredit dengan
terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agutaankondisi usaha pada saat
pengajuan perpanjangan kredit. Besarnya kredit bisau lebih tinggi, sama atau
lebih rendah dari kredit sebelumnya, tergantungldesil pengecekan agunan dan
pengecekan usaha nasabah. Apabila pada masa pgiigdenan yang ke-2
nasabah juga membayar angsuran pinjaman dengaarlanaka untuk masa
periode yang ke-3 menggunakan prosedur yang sarpartisepada saat
mengajukan perpanjangan kredit periode yang kei2lah nasabah mendapatkan
fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) kali, diharapkeiah mempunyai struktur
permodalan yang lebih kuat dari sebelumnya sehirgedit Krasida dapat
disalurkan kepada nasabah lainnya yang memiliknaistalam sakal mikro dan
kecil. Bisa juga nasabah yang bersangkutan mekaajpinjaman untuk
keperluan usaha (investasi) dengan perlakuan sef@ga halnya pada proses

pelayanan terhadap nasabah baru.

3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Wanprestasi Dala Perjanjian Kredit
Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Setiap perjanjian kredit maupun perjanjian pada mnya, selalu akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaatpksanakan perjanjian
tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasa&l agat (1) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat ssesalr berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sentjsj@a yang dibuat
menurut hukum atau dibuat secara sah sesuai ddtagal 1320 KUH Perdata
mengikat sebagai undang-undang terhadap para pamakterkait dalam perjajian
tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menuajuldéekuatan kedudukan
kreditur dan sebagai konsekuensinya maka perjakijizdit itu tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diirgbdengan Pasal 1338 ayat
(3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjianshdilaksanakan dengan

itikad baik. Hal ini memberikan pengertian bahwaiage perjanjian harus
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dilaksanakan dengan itikad baik. Pihak kreditur puew debitur harus
melaksanakn kewajiban yang telah disepakati olelu&eébelah pihak. Apabila
salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibamngka dapat menimbulkan
akibat-akibat tertentu bagi kedua belah pihak.

Suatu kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalanjapgan oleh salah
satu pihak disebut wanprestasi. Wanprestasi nkéreglian kerugian bagi pihak
lain sehingga pihak yang melakukan wanprestaseletsharus memberikan ganti
rugi yang timbul sebagai akibat dari adanya warpsesyang dilakukan oleh
salah satu pihak. Debitur/nasabah yang wanpredi@scam dengan sanksi atau
hukuman. Hukuman atau akibat yang tidak menguntamdbagi debitur yang
wanprestasi adalah:

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur.

2. Pembatalan perjanjian.

3. Peralihan resiko.

4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakgredgadilan.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa si bedpaidelah lalai jika
ia dengan surat perintah atau dengan akta sejentsiah dinyatakan lalai atau
dari perikatannya sendiri jika ini menetapkan balyamg si berhutang akan harus
dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukBada saat dinyatakan
wanprestasi debitur harus diperingatkan terlebirhutla bahwa kreditur
menghendaki pelaksanaan perjanjian oleh nasabahdafaitur. Pada kredit
Krasida batas akhir tanggal pembayaran ditentukasidsarkan tanggal terjadinya
kesepakatan perjanjian, misalnya tanggal terjadkegepakatan perjanjian antara
tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (seputuika pembayaran angsuran
kredit dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulaikb&nya. Apabila kesepakatan
perjanjian dilakukan pada tanggal 11 (sebelas) aandgngan tanggal 20
(duapuluh), maka pembayaran angsuran kredit dimkukada tanggal 20
(duapuluh) bulan berikutnya. Sedangkan bila kesstpakperjanjian terjadi pada
antara tanggal 21 (duapuluh satu) sampai dengajgdafr8l (tigapuluh satu),
maka pembayaran angsuran kredit dilakukan padayai3g (tigapuluh) atau 31
(tigapuluh satu) pada bulan berikutnya, namun kéusaotuk bulan Februari

pembayaran angsuran kredit dilakukan pada akharbul
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Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tdrgiggsuran setiap
bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besdaitgntukan. Pengenaan
denda ini dilakukan agar nasabah tidak melakukanpvestasi dalam artian
terlambat atau menunggak dalam pembayaran angswealit, karena denda
dihitung dari jumalah agsuran yang harus dibayalagaulan yaitu cicilan uang
pinjaman ditambah sewa modal (UP + SM). Bagi ndsalang terlambat atau
menunggak membayar angsuran kredit dikenakan dedetarlambatan sebesar
2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggalhjgempo. Hal ini sesuai
dengan isi Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakiawdn

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpkinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si betang setelah

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap naekain atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya harg@atdiberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukaihn

Dari pasal diatas jelas bahwa pengenaan sanksilyamgpa denda dapat
diberlakukan oleh pihak Perum Pegadaian apabilabads yang bersangkutan
telah lalai dalam membayar angsuran kredit. Pergan pengenaan denda yang
dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Apabila nasabah terlambat membayar angsuran ksadipai 7 (tujuh) hari
dari tanggal jatuh tempo angsuran, maka nasabanakian denda sebesar 2%
(dua persen) dari besarnya angsuran.

b. Sedangkan bila keterlambatan pembayaran angsuedtit kerjadi selama 8
(delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas)daaritanggal jatuh tempo
dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari denda lseb@ya yaitu sebesar 4%
(empat persen). Demikian seterusnya setiap kefipafa (tujuh) hari
keterlambatan pembayaran angsuran kredit, makanaklke denda sebesar
2% (dua persen) dan maksimum besarnya denda disetagpebesar 10%
(sepuluh persen).

Apabila nasabah meninggal dunia maka dalam memewmuytdjiban dia
tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannyga deralih ke ahli warisnya
sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata. Pasal 830 Réidata menyebutkan
bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kem&e&wangkan dalam Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semrganpan yang dibuat
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secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi angaeky membuatnya. Jadi
isi dari perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadarggida) harus benar-benar
dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini tenateharus dilaksanakan oleh
pihak debitur atau nasabah karena yang mempunyajiken untuk membayar
angsuran kredit adalah nasabah, sedangkan pihdikukrgaitu Perum Pegadaian
hanya berkewajiban untuk memberikan pinjaman kré&dpada debitur atau

nasabah setelah semua syarat dan prosedur tettutip

3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pihak Perum Pega@n Cabang
Tegalboto Kabupaten Jember Dalam Mengatasi NasabalKredit
Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang Wanprestasi

Dalam perjanjian pemberian kredit tidak semua rasabtau debitur
memenuhi pelaksanaan perjanjian tersebut dalamnatidak semua nasabah
dapat mengembalikan pinjaman kredit dengan baik&laat waktu sesuai dengan
yang diperjanjikan. Suatu saat pasti ada nasabafy karena suatu sebab tidak
mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isipmajanjian kredit yang
telah disepakatinya, sehingga menyebabkan terjadikrgdit macet. Keadaan
yang demikian dalam Hukum Perdata disebut dengaupreatasi.

Jika nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan panjamedit misalnya
terjadi keterlambatan atau penunggakan dalam peardrayngsuran kredit, maka
dikenakan sanksi berupa denda. Di dalam Buku PedoOyerasional Kredit
Angsuran Sistemm Gadai (Krasida) disebutkan mengdyeberapa tingkat
kelancaran dalam pembayaran angsuran kredit oigdiboah. Berdasarkan tingkat
kelancaran pembayaran angsuran kredit, maka kikedgida dibagi kedalam 5
(lima) kategori yaitu:

1. Pinjaman dengan kategdrancar (L) yaitu apabila sampai dengan tanggal

jatuh tempo, angsuran sudah dibayar atau diangsur;

2. Pinjaman dengan kategobi bawah Pengawasan KhusugDPK) yaitu

apabila nasabah menunggak pembayaran angsurart lamdra 1 (satu)

sampai 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh temgsaran;
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3. Pinjaman dengan kategoKurang Lancar (KL) yaitu apabila nasabah
menunggak membayar angsuran kredit lebih darij@hfinari sampai dengan
14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempgewaan;

4. Pinjaman dengan kateg@®iragukan (DR) yaitu apabila nasabah menunggak
membayar angsuran kredit lebih dari 14 (empat pélas sampai dengan 21
(duapuluh satu) hari setelah tanggal jatuh temgsaan; dan

5. Terakhir adalah bila pinjaman dikategorikan sebdggiegori Macet (M)
yaitu apabila nasabah menunggak membayar angsuealit kebih dari 21
(duapuluh satu) hari setelah tanggal jatuh temgsaan.

Lima kategori tingkat keterlambatan pembayaran awags kredit diatas
ditetapkan agar apabila nasabah melakukan keldbai#nyang disengaja maupun
yang tidak, dapat ditentukan dalam kategori apaetakukan kelalaian tersebut.
Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggaturleturut yaitu
tunggakan pertama sudah memasuki katellatcet (M) dan tunggakan kedua
sudah masuk kategobibawah Pengawasan KhusugDPK), maka terhadap
nasabah yang bersangkutan dikirimi Surat Peringéamasi). Isi dari Surat
Peringatan disamping berisi sejumlah uang yangshdihayar nasabah juga berisi
akan dilaksanakannya eksekusi terhadap baranggam8urat Peringatan dibuat
rangkap 2 (dua). Surat Peringatan yang asli dipekikan bagi nasabah,
sedangkan lembar yang kedua sebagai arsip baghA&egadaian. Nasabah yang
termasuk dalam dua kategori diatas dikirimi Suratiigatan yang pertama dan
apabila tidak ada tanggapan dari nasabah yangnggrgan sejak 7 (tujuh) hari
dari diterimanya Surat Peringatan yang pertamaebets nasabah dikirimi lagi
Surat Peringatan yang kedua dengan selang wakgisana yaitu 7 (tujuh) hari
sejak Surat Peringatan yang pertama. Apabila Reahgatan yang pertama dan
kedua tidak mendapat tanggapan lagi oleh nasalmaghbgrsangkutan maka pihak
Perum Pegadaian mengirimi Surat Peringatan yangekatau yang terakhir. Jika
Surat Peringatan yang ketiga ini dalam waktu 7uftujhari sejak diterimanya
Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi malsabah yang bersangkutan
dapat dianggap cidera janiji.

Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pséalaan eksekusi

(penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminanjuBlan paksa/lelang paling
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lambat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelahadataktu yang ditentukan

didalam Surat Peringatan. Hal-hal yang dilakukadaldim eksekusi tersebut

dimulai dari penjualan barang jaminan. Terdapatia) cara dalam penjualan
barang jaminan yaitu:

1. Dilakukan melalui prosedur lelang yang berlakuegmisahaan bersama-sama
dengan barang jaminan lainnya. Pelaksanaan leldeigiklan sesuai dengan
Pedoman Operasional tentang lelang barang jamireit lgadai biasa.

2. Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepalpaiila hal ini lebih
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cara pemusdgperti ini dapat
dilakukan kapan saja tidak harus menunggu wakéndgl

Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan umbeknenuhi seluruh
kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian termasula dlan biaya-biaya
yang dibebankan yaitu:

Uang pinjaman,;

Sewa modal yang seharusnya dibayar;

Pinalti sewa modal dengan perhitungan menuruttabel

Denda yang harus dibayar sampai dengan tanggaglela

Biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang bgjaminan;

o a0k w DN R

Sisanya sebagai uang kelebihan yang menjadi hakbalasdengan jangka
wakiu penganbilan paling lama 1 (satu) tahun.

Lewat dari satu tahun uang kelebihan tersebut tideimbil, maka
menjadi milik perusahaan dan dimasukkan dalam pkodu dengan nama
pendapatan lain-lain bagi perusahaan. Untuk menkatiapengembalian uang
kelebihan tersebut hendaknya kepada nasabah dimietecantumkan nomor
rekening bank nasabah yang dapat dipakai. Terhselapuh hak dan kewajiban
nasabah seyogyanya dicantumkan dalam perjanjiatitkdan dijelaskan secara
detil kepada setiap nasabah.

Namun Perum Pegadaian, jarang sekali memperkaiasrs seperti ini
di pengadilan. Dari wawancara yang penulis lakuklemgan Bapak Isom
Mulyaqin, S.Pd. Bagian Analis Kredit UKM Perum Pdg@n Cabang Tegalboto
Kabupaten Jember, masih ada cara yang lebih bgik Nésalnya pada Perum

Pegadaian cabang Tegalboto Kabupaten Jember yamgperikan alternatif
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penyelesaian dengan memindahkan kredit Krasida®& KKredit Cepat Aman)
yang tentu saja setelah dilakukan pemindahan kredaka cara prosedur
pembayaran angsuran mengikuti cara prosedur KCAdiKCepat Aman). Dalam
hal ini Perum Pegadaian berusaha agar kasus @emndlpat diselesaikan secara
kekeluargaan saja dengan tidak menggunakan lemhaimts sebagai cara akhir
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang tengebtigi Perum Pegadaian
adalah proses pengembalian kredit dapat diselesdiwagan lancar, karena kredit
tersebut dipergunakan kembali untuk membantu paskawan yang memiliki
usaha mikro dan kecil. Jadi seperti yang disebutkawal, dana yang disalurkan
oleh Perum Pegadaian merupakan dana yang beras8udat Utang Pemerintah
No. 005 (SUP 005).
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BAB IV
PENUTUP

4. 1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasajamgn diajukan
oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesinmead®agai berikut:

1. Proses pembayaran angsuran kredit dengan sistesn ajad Krasida hampir
sama dengan proses pembayaran angsuran kredit ysadiaanya, namun
pengenaan biaya sewa modal yang flat/tetap merigdor yang dapat
memperingan para nasabah dalam mengembalikan @injargang
pembayarannya dilakukan secara berkala setiap .bdéagka waktu kredit
Krasida tergantung dari tujuan penggunaannya, nyaapada kredit yang
digunakan untuk menambah modal kerja. Apabila dalaégh bulan
angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dingatditnas kepada yang
bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjarigedit dengan terlebih
dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan danikomndaha pada saat
pengajuan perpanjangan kredit.

2. Suatu kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalanapgan oleh salah satu
pihak disebut wanprestasi. Wanprestasi mengaddhdaterugian bagi pihak
lain sehingga pihak yang melakukan wanprestasehetsharus memberikan
ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari adangapvestasi yang dilakukan
oleh salah satu pihak. Debitur/nasabah yang wata@siediancam dengan
sanksi atau hukuman. Keterlambatan pembayaran mamgkredit dari tanggal
angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupdadgang besarnya
ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat atau mgaknmembayar angsuran
kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% drsen) per 7 (tujuh)
hari sejak tanggal jatuh tempo.

3. Dalam perjanjian pemberian kredit tidak semua ra&salatau debitur
memenuhi pelaksanaan perjanjian tersebut dalasnaitiak semua nasabah
dapat mengembalikan pinjaman kredit dengan baik tdpat waktu sesuai
dengan yang diperjanjikan. Apabila nasabah selam&alk angsuran
menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertantalsunemasuki kategori

Macet (M) dan tunggakan kedua sudah masuk kateddibawah
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Pengawasan Khusus(DPK), maka terhadap nasabah yang bersangkutan
dikirimi Surat Peringatan (somasi). Jika Surat mgatan yang ketiga dalam
waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peatag yang kedua tidak
ditanggapi, maka nasabah yang bersangkutan dapagg#ip cidera janji.
Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pstadaan eksekusi (penjualan
paksa/lelang) terhadap barang jaminan.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah dan dikaitkangan kesimpulan
yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mekdrerbeberapa saran
sebagai berikut:

1. Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuran 18istadai (Krasida)
dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karereny@kan tempat usaha
mikro dan kecil berada pada daerah-daerah dan kekan juga usaha
tersebut merupakan usaha rumahan yang sangat mérkbntbantuan dana
untuk menjalankan usahanya.

2. Dalam pengenaan sanksi atau hukuman bagi nasabah wanprestasi,
hendaknya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaidebié dahulu meninjau
atau menanyakan kepada debitui/nasabah apa sels#iggga ia telah lalai
dalam membayar angsuran kredit tersebut. Jadi, bssdzab yang
menyebabkan debitur wanprestasi dapat diketahuiddpat dijadikan tolok
ukur penyelesaian jika terjadi kasus yang samawfiddian hari.

3. Tindakan eksekusi merupakan salah satu alternatiiyglesaian jika
debitur/nasabah benar-benar tidak dapat membaymuen kredit. Namun
apabila terdapat alternatif lain alangkah baiknyk Ihal tersebut dapat
dilaksanakan, misalnya dengan melakukan pemindiatealit dari Krasida ke
KCA (Kredit Cepat Aman). Hal ini lebih baik dan Iebmenguntungkan bagi
kedua belah pihak. Karena mungkin barang yang idaadbarang jaminan
merupakan benda berharga dan memiliki nilai histgaing sangat berarti bagi
debitur/nasabah yang bersangkutan sehingga ia itig@k kehilangan barang
tersebut, sedangkan bagi Perum Pegadaian sendam akemperoieh
pembayaran atas pinjaman yang telah ia berikandeepasabah/debitur.
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